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ABSTRAK 
Tesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku 
pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi 
Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk 
mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak 
dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 
berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pelayaran, dan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku 
pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi 
Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran di masa yang akan datang. Melalui studi 
kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh 
kesimpulan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya proses 
penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak adalah: (a) Tidak 
diketahuinya pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); (b) 
Luasnya wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak; dan (c) Kurangnya 
jumlah sumber daya manusia yang melakukan penjagaan terhadap Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP).  
Adapun upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran di masa yang akan datang dengan cara: (a) Mengambil 
tindakan yang tegas terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan 
memproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran agar pelaku pengrusakan Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) tidak dapat lolos dari jerat hukum; dan (b) Menambah 
sarana pemantau dan pengawas berupa kamera visual di setiap Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk mengetahui secara jelas pelaku pengrusakan 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak agar dapat ditangkap dan diproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 
jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
 
 
Kata Kunci  : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Pengrusakan Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP). 
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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the enforcement of criminal law against perpetrators of 
Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III 
Navigation District based on Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 
concerning Shipping. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze 
the factors that influence the non-enforcement of criminal law against the 
perpetrators of destruction of the Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in 
Pontianak Class III Navigation District pursuant to Article 174 jo. Article 316 of Law 
Number 17 Year 2008 concerning Shipping, and the enforcement of criminal law 
against the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility 
(SNSF) in Pontianak Class III Navigation District under Article 174 jo. Article 316 of 
Law Number 17 Year 2008 regarding the Sailing in the future. Through the literature 
study using the empirical legal approach method, it can be concluded that the 
factors that influence the criminal law enforcement process against the perpetrators 
of destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III 
Navigation District are: (a) Not knowing the perpetrators of destruction Sailing 
Navigation Supporting Facilities (SNSF); (b) The extent of the working area of 
Pontianak Class III Navigation District; and (c) Lack of human resources guarding 
the Sailing Navigation Support Facility (SNSF). 
The criminal law enforcement efforts against the perpetrators of the 
Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III 
Navigation District pursuant to Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 
2008 regarding Future Shipping by: (a) Takes strict action against the perpetrator of 
destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III 
Navigation District by processing in law based on Article 174 jo. Article 316 of Law 
Number 17 Year 2008 concerning Shipping in order that the perpetrators of the 
Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) can not escape legal 
harassment; and (b) Adding monitoring and monitoring facilities in the form of visual 
cameras in every Sailing Navigation Support Facility (SNSF) to know clearly the 
perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in 
Pontianak Class III Navigation District area to be arrested and processed by law 
under Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping. 
 
 
 
Keywords: Criminal Law Enforcement, Perpetrators Destruction of Sailing 
Navigation Support Facilities (SNSF). 
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A. PENDAHULUAN 
Dalam rangka untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan 
kenavigasian di seluruh perairan Indonesia, maka Pemerintah membentuk 
distrik navigasi. Salah satu distrik navigasi yang dibentuk oleh Pemerintah 
adalah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.  
Distrik Navigasi Kelas III Pontianak memiliki wilayah kerja, antara lain: 
alur pelayaran Muara Sungai Kapuas, Mempawah, Muara Sungai Sambas 
Besar, Muara Sungai Kubu, Muara Padang Tikar, Muara Sungai Ketapang, dan 
Muara Kendawangan.  
Distrik Navigasi Kelas III Pontianak memiliki tugas untuk menciptakan 
serta mewujudkan keselamatan dan keamanan alur pelayaran. Artinya, 
bagaimana caranya agar kapal yang berlayar dari satu titik pelabuhan 
keberangkatan dapat tiba dengan selamat di titik pelabuhan tujuan dengan 
mematuhi rambu-rambu di laut yang telah diupayakan oleh pihak Distrik 
Navigasi Kelas III Pontianak. 
Untuk kepentingan keselamatan berlayar dan kelancaran lalu lintas kapal 
pada daerah yang terdapat bahaya navigasi ataupun kegiatan di perairan yang 
dapat membahayakan keselamatan berlayar, maka ditetapkan zona 
keselamatan dengan diberi penandaan berupa Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) sesuai ketentuan yang berlaku serta disiarkan melalui 
Stasiun Radio Pantai (SROP) maupun Berita Pelaut lndonesia. Di samping itu, 
perlu diinformasikan mengenai kondisi perairan dan cuaca seperti adanya badai 
yang mengakibatkan timbulnya gelombang tinggi maupun arus yang deras dan 
perubahannya. 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) merupakan sarana yang 
dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi 
membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta 
memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan 
keselamatan berlayar. Sarana penunjang keselamatan pelayaran melalui 
pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), seperti: Menara Suar 
(Mensu), Rambu Suar (Ramsu), Pelampung Suar (Pelsu) dan Anak Pelampung 
(Anpel).  
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Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) ini berfungsi untuk menentukan 
posisi dan/atau haluan kapal, memberitahukan adanya bahaya/rintangan 
pelayaran, menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman, menandai 
garis pemisah lalu lintas kapal, menunjukkan kawasan dan/atau kegiatan 
khusus di perairan, dan batas wilayah negara. 
Banyaknya kasus-kasus kecelakaan kapal di beberapa daerah yang 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian manusia (human errors), disebabkan 
karena tingkat pemahaman masyarakat tentang keselamatan pelayaran masih 
rendah. Di samping itu, masyarakat tidak mengetahui arti penting dari Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) atau rambu laut. Banyak nelayan yang 
kurang memahami fungsi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan sering 
dijumpai Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang digunakan untuk 
tambatan kapal, peralatannya dirusak atau dicuri, bahkan ditabrak,  sehingga 
bisa membahayakan bagi kapal-kapal yang sedang berlayar.  
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada kasus pengrusakan 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak. Jumlah kasus pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) yang terjadi di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak selama 
periode bulan Juli 2015 sampai dengan Juli 2016 sebanyak 14 (empat belas) 
kasus, dan hingga saat ini tidak ada satupun pelaku pengrusakan Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yang 
diproses secara hukum. 
Padahal apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran, perbuatan pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) tersebut sebenarnya dikategorikan sebagai tindak pidana 
dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang 
terdapat di dalam Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran.  
Lemahnya proses penegakan hukum pidana di sini antara lain 
disebabkan karena sulitnya untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku 
pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Selain itu, luasnya 
wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sehingga sulit untuk 
mengontrol terjadinya pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
“Mengapa terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tidak dilakukan 
penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 jo. Pasal 
316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ?” 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis data-data mengenai penegakan 
hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
tidak dilakukannya proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku 
pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik 
Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya penegakan hukum pidana 
terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di 
wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 
316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di masa 
yang akan datang. 
 
D. KERANGKA TEORETIK 
Dalam rangka penelitian penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak diperlukan teori, asas-asas dan konsep yang dapat digunakan 
sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang telah 
dirumuskan. Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
1. Konsep Kenavigasian 
Peranan keselamatan pelayaran dalam transportasi laut merupakan 
hal yang mutlak diperhitungkan, karena menyangkut transportasi barang dan 
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orang yang menyeberangi laut atau lautan dengan penuh bahaya dan 
ancaman badai, kabut, ombak, arus, karang laut, pendangkalan serta jalur 
pelayaran yang tetap dan berubah menjadikan transportasi laut dalam 
pelayaran berisiko tinggi.  
Keselamatan kapal juga tergantung dari kenavigasian, seperti Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebagai unsur penunjang di bidang 
keselamatan pelayaran. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) terdiri 
dari rambu-rambu laut yang berfungsi sebagai sarana penuntun bagi kapal-
kapal yang sedang berlayar agar terhindar dari bahaya-bahaya navigasi. 
Penyelenggaraan kenavigasian dilakukan guna mengatasi terjadinya 
kecelakaan ataupun tingginya waktu tunggu kapal melalui penyesuaian 
fasilitas pengembangan fasilitas pelabuhan serta keselamatan pelayaran 
dan fasilitas alur pelayaran terhadap peningkatan kepadatan traffic. 
Direktorat Kenavigasian selaku Direktorat Teknis di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengemban tugas-tugas 
penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran yang diamanahkan pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  
Penyelengaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) merupakan 
salah satu tanggung jawab penyelenggaraan keselamatan pelayaran 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 
Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. 
Menurut Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa :  
“Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, hidrografi dan 
meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, 
pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah 
air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal”. 
 
Kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan keselamatan 
bernavigasi di perairan Indonesia dengan mewujudkan ruang dan alur -
pelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan kecukupan sarana dan 
prasarana kenavigasian, pelayanan meteorologi, sumber daya manusia 
yang profesional, serta dukungan teknologi yang tepat guna. Dalam upaya 
untuk mewujudkan tujuan tersebut pembinaan penyelenggaraan kegiatan 
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SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah untuk 
mewujudkan pelayanan dan keselamatan berlayar. 
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 46 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa:  
“Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang 
berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan 
keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal”. 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) merupakan fasilitas 
keselamatan pelayaran yang meyakinkan kapal untuk berlayar dengan 
selamat, efisien, menentukan posisi kapal, mengetahui arah kapal yang 
tepat dan mengetahui posisi bahaya di bawah permukaan laut dalam wilayah 
perairan laut yang luas. Fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 
tidak hanya digunakan untuk transportasi laut, tetapi juga digunakan untuk 
pembangunan kelautan dan nelayan. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) diperlukan sebagai tanda bagi para navigator yang dipergunakan 
sejak adanya pelayaran penyeberang laut dan menyusur pantai dalam 
rangka melakukan kegiatan niaga ataupun perang. 
Pada awalnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa tanda 
visual diwujudkan berupa nyala api di atas bukit yang tinggi untuk malam 
hari sedangkan siang hari berupa asap yang mengepul. Dengan 
berkembangnya teknologi dan informasi, maka digunakan berbagai sumber 
cahaya SBNP antara lain jaringan PLN, generator (mensu) ataupun solar cell 
dan untuk dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian dari jarak jauh 
diarahkan kepada otomatisasi guna efisiensi. 
 
2. Teori Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang 
selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa 
tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu 
berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke 
tahun.1 
Menurut Moeljatno, Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
                                                          
1
R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), (Bogor: 
Politeia, 1985), halaman 5.  
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(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
aturan tersebut.2 Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:  
a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 
dan diancam pidana.  
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 
pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.  
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh 
karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada 
hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang 
menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika 
tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.3 
 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya 
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam 
rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri 
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan 
dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada 
sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau 
dilanggar. 
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah: 
- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat 
atau membiarkan); 
- Diancam dengan pidana (statbaar gesteld); 
- Melawan hukum (onrechtmatig); 
- Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar 
person).4 
 
Sementara itu, Satochid Kartanegara menyatakan bahwa suatu 
tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut: 
1. Unsur objektif, yang terdiri dari: 
a. suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan; 
b. suatu akibat tertentu; 
c. keadaan. 
2. Unsur subyektif, yang terdiri dari: 
a. dapat dipertanggungjawabkan; 
b. adanya kesalahan.5 
                                                          
2
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), halaman 54.  
3
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, 
(Jakarta: Bina Aksara, 1993), halaman 11. 
4
Ibid., halaman 12.  
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3. Teori Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada 
pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Tindak pidana 
merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana 
perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat 
perbuatannya. Hubungan ini sangat erat,  di mana apabila seseorang 
melakukan suatu perbuatan yang diancamkan pidana terhadapnya, maka ia 
juga harus menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk 
pemidanaan. 
Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dapat dilihat dari 
kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang 
“mampu bertanggungjawab” saja yang dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidananya (dihukum).6 Kemampuan bertanggungjawab 
itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (versdelijke 
vermogens) orang tersebut.7 
Dalam hukum pidana dikenal pula “doktrin mens rea”. Doktrin ini 
berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris “actus reus”, yang 
lengkapnya berbunyi: “Actus non facit reum, nisi mens sit rea”. Artinya, 
bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah 
kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”.8 Dari kalimat itu dapat disimpulkan 
bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk 
diperhatikan dan dibuktikan adalah: 
1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (actus 
reus); dan  
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (mens rea).9 
                                                                                                                                                                    
5
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), (Jakarta: Balai Lektur 
Mahasiswa, tanpa tahun), halaman 84-86.   
6
S.R. Sianturi, Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni 
Ahaem-Petehaem, 1996), halaman 244. 
7
Ibid., halaman 244-245.  
8
Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1993), halaman 40.  
9
Ibid.  
10 
 
Secara singkat dapat dijelaskan bahwa doktrin mens rea ini adanya 
unsur subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi 
pertanggungjawaban pidana. 
Penjabaran doktrin mens rea dalam ilmu hukum pidana sejalan 
dengan adagium yang berbunyi: “Nullum delictum, noela poena sine praevia 
lege poenali”. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada ketentuan 
yang mengatur mengenai itu (kesalahan) itu sebelumnya. Dalam bahasa 
Belanda, adagium ini dipersamakan dengan istilah “Geen straf zonder 
schuld” yang artinya “tiada pemidanaan tanpa adanya kesalahan”.10 
Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya 
pertanggungjawaban pidana, mutlak diperlukan adanya kesalahan. 
Mengenai kesalahan, Voss memandang pengertian kesalahan mengandung 
3 (tiga) ciri, yaitu: 
a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan 
(Toerekeningsvatbaarheid van de Dader). 
b. Hubungan bathin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya 
itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. 
c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban 
bagi si pembuat atas perbuatannya itu.11 
 
Sementara itu, S. Schaffmeister, dkk., menyatakan bahwa:          
Kesalahan terletak dalam melalaikan kewajiban yang mengandung: 
1. Usaha untuk mengenal risiko suatu perbuatan tertentu untuk 
kepentingan yang dilindungi oleh norma hukum pidana dan menilainya 
dengan baik; dengan kata lain juga memahami dampak perilakunya. 
2. Kecermatan guna mencegah datangnya dampak yang tidak diinginkan 
itu dalam batas-batas kemampuan. Termasuk di dalamnya: 
a. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang berbahaya, termasuk 
menghindari perbuatan-perbuatan di mana orang tidak mempunyai 
kemahiran. 
b. Bertindak hati-hati dalam situasi-situasi berbahaya. 
c. Mengadakan persiapan-persiapan yang sesungguh-sungguhnya 
sebelum bertindak dan berusaha mendapatkan informasi mengenai hal 
itu.12 
 
4. Teori Penegakan Hukum Pidana 
Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan 
rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris disebut 
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Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Eresco, 
1991), halaman 39.  
11
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1985), halaman 135.  
12
S. Schaffmeister, dkk, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 136. 
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dengan law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. 
Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa 
dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses 
pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.13 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 
kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup.14 
Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk 
menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan 
hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan 
prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya 
memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi 
merasa ditindas. 
Hukum dalam pengertian undang-undang berisikan pikiran-pikiran dari 
badan pembuat undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan hukum 
tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penegakan hukum tak lain 
merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum 
menjadi suatu kenyataan. Keinginan hukum itu dalam kenyataannya 
merupakan keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran dari badan pembuat 
undang-undang.15 Dengan demikian, perumusan pemikiran-pemikiran dari 
badan pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum itu 
akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan dijalankan. 
Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, Joseph 
Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, 
yaitu: 
                                                          
13
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 87. 
14
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 5. 
15
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, tanpa 
tahun), halaman 24. 
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1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 
(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini 
tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara 
ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-
aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 
pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum 
pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya 
dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada 
delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini 
disebut sebagai area of no enforcement. 
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana 
yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam 
penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan 
hukum secara maksimal. 
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana 
dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan 
dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual 
enforcement.16 
 
Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum 
pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law 
application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk 
di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan 
hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi, yaitu: 
1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative 
system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang 
menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif 
(administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai 
aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas. 
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), 
dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula 
diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan 
masyarakat.17 
 
Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya 
memberi rasa aman, keadilan dan kepastian perlu dicermati dengan hati-
hati. Dari fenomena tersebut, muncul ekspektasi agar hukum dapat 
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Shanty Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 
halaman 39. 
17
Ibid., halaman 40. 
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ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan 
kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.18 
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan 
perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia 
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement 
begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan lain yang mengartikan 
penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. 
Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila 
pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan 
mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.  
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang 
mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak 
positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah: 
1. Faktor hukumnya sendiri; 
2. Faktor penegak hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 
dan diterapkan;  
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.19 
 
Dari kelima faktor tersebut maka faktor terpenting adalah para 
pemegang peran yaitu aparat penegak hukum. Hal ini sangat penting, 
mengingat aparat akan menjadi panutan bagi warga masyarakat. Di samping 
itu, warga masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga 
mereka mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.   
 
E. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 
hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata 
serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan 
                                                          
18
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 55. 
19
Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 7-8. 
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masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan 
sebagai penelitian hukum sosiologis. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk 
menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode 
penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta 
yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. 
3. Sumber Data 
a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup: 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 
mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti20: 
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen). 
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. 
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: 
a. Buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, 
perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, hukum 
pengangkutan laut, hukum laut Indonesia, hukum pelayaran, 
kenavigasian, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 
b. Makalah-makalah dan hasil penelitian tentang penegakan hukum 
pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, hukum 
pengangkutan laut, hukum laut Indonesia, hukum pelayaran, 
kenavigasian, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 
dan ensiklopedi. 
b. Penelitian Lapangan 
Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang 
berkaitan dengan penelitian penegakan hukum pidana terhadap pelaku 
pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik 
                                                          
20
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2003), halaman 116-117.  
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Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 
Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai 
sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
teknik simple random sampling (penarikan sampel secara sederhana) untuk 
menentukan sampel penelitian.  
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Kepala Seksi Angkutan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Kalimantan Barat. 
b. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak. 
c. Kepala Seksi Operasional Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 
d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. 
e. Nakhoda Kapal sebanyak 10 (sepuluh) orang.  
5. Teknik dan Alat Pengumpul Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan 
melalui wawancara dan observasi dengan sampel dalam penelitian ini. 
Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (library research) 
terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, dokumen atau 
catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
6. Teknik Pengolahan Data 
a. Data yang dikutip (diinventarisasi) dari bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder berupa konsep, asas, teori dan norma hukum akan 
diaplikasikan secara proporsional ke dalam bab-bab pembahasan tesis 
yang relevan. 
b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah sesuai 
penggolongannya dan dituangkan pada bab analisis hasil penelitian. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari 
studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam 
suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai 
16 
 
penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 
berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu 
data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif. 
 
F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Dilakukannya Proses 
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Wilayah Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak Berdasarkan Pasal 174 Jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran  
Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak akan terlepas dari 
persoalan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum sangat 
menentukan tujuan yang akan dicapai oleh hukum tersebut. Di dalam proses 
penegakan hukum, keefektifan hukum itu akan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain sebagai berikut: 
 
1. Faktor hukum itu sendiri; 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan 
menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan; 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.21 
 
Selaras dengan tuntutan di jaman reformasi sekarang ini, hukum harus 
memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan menampung kebutuhan-
kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum warga masyarakat. 
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian 
hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu hukum dalam arti 
undang-undang, harus sistematis, tidak bertentangan satu sama lainnya.  
Undang-undang harus dirancang dengan baik yang berisikan patokan 
tingkah laku yang tertulis secara jelas sehingga mudah dipahami. Tanpa 
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Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), halaman 5.  
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adanya patokan yang jelas, warga masyarakat jelas akan sulit untuk 
mengetahui apa yang diharuskan itu.22 
Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum akan 
memainkan peranan yang penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas 
dari aparat penegak hukum tersebut. Aparat penegak hukum yang 
merupakan panutan bagi warga masyarakat, haruslah memiliki kemampuan 
yang prima dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, 
mereka juga harus memiliki mental yang baik pula. Sebaik-baiknya suatu 
peraturan jika mental aparat penegaknya tidak baik, maka proses penerapan 
peraturan tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. 
Sebagai panutan warga masyarakat, aparat penegak hukum harus 
memiliki situasi dan kondisi yang tepat untuk memperkenalkan norma-norma 
yang terkandung di dalam peraturan-peraturan yang akan diterapkan. Aparat 
penegak hukum dituntut untuk mampu menafsirkan nilai-nilai dan norma-
norma yang terkandung di dalam suatu undang-undang sesuai dengan 
perasaan dan kesadaran hukum dari masyarakat bersangkutan. 
Faktor ketiga yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum 
adalah tersedianya fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Jika 
dikaitkan dengan proses penegakan hukum di bidang kehutanan, maka 
dukungan fasilitas yang lengkap memang merupakan suatu hal yang 
penting. Tanpa didukung fasilitas yang lengkap, maka akan sulit untuk 
menegakkan peraturan perundang-undangan. 
Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam kaitannya dengan 
keefektifan proses penegakan hukum di tengah kehidupan masyarakat. 
Masalah utama yang perlu dipikirkan di sini adalah tentang kepatuhan warga 
masyarakat terhadap norma-norma hukum yang terkandung di dalam 
undang-undang yang berlaku. Kepatuhan hukum dari warga ini merupakan 
bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor-faktor yang 
menyebabkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum adalah sebagai 
berikut: 
1) Compliance, diartikan sebagai kepatuhan yang didasarkan kepada 
adanya harapan akan suatu imbalan dan juga merupakan suatu usaha 
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Soetandyo Wignjosoebroto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan 
Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial, (Surabaya: FH-
UNAIR, 1976), halaman 38. 
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untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin akan dijatuhkan 
terhadap orang yang melakukan pelanggaran norma hukum. 
2) Identification, maksudnya adalah kepatuhan terhadap keadaan hukum 
yang disebabkan adanya upaya untuk menjaga keanggotaan 
seseorang dalam suatu kelompok serta adanya upaya untuk menjaga 
hubungan baik dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian 
kepatuhan hukum di sini akan tergantung kepada baik tidaknya 
hubungan antara warga masyarakat tersebut dengan aparat penegak 
hukum. Apabila mental aparat buruk, justru bukan kepatuhan hukum 
yang akan terwujud. Bahkan sebaliknya bisa terjadi kolusi antara 
aparat dengan warga masyarakat dalam melakukan pelanggaran 
kaedah atau norma hukum.  
3) Internalization, artinya seseorang mematuhi hukum disebabkan karena 
secara intrinsik kepatuhan itu memberikan imbalan. Isi kaedah-kaedah 
itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. 
Warga masyarakat percaya terhadap tujuan-tujuan dari kaedah atau 
norma. 
4) Kepentingan-kepentingan warga masyarakat akan terjamin oleh wadah 
hukum yang ada.23 
 
Melihat keempat faktor tersebut di atas, maka kepatuhan seseorang 
dapat disebabkan karena pengaruh dari satu faktor atau dari dua faktor atau 
lebih. Seseorang bisa saja patuh karena ia takut akan sanksi yang mungkin 
dijatuhkan, atau bisa pula ia patuh karena hukum yang berlaku itu sesuai 
dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan sekaligus ia patuh karena 
kepentingannya akan terjamin dengan mematuhi hukum yang berlaku itu. 
Kepatuhan hukum erat sekali kaitannya dengan kesadaran hukum 
masyarakat, karena kepatuhan hukum tersebut merupakan bagian dari 
kesadaran hukum yang lebih luas sifatnya. Kesadaran hukum itu tak lain 
merupakan persepsi atau pendapat masyarakat mengenai hukum yang 
berlaku maupun hukum yang dicita-citakan. 
Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat 
untuk melakukan penilaian terhadap hukum tersebut. Oleh karena itu 
kesadaran hukum selalu didasarkan kepada nilai-nilai yang tumbuh dan 
berkembang dalam kehidupan masyarakat bersangkutan. Masyarakat 
tersebut akan mentaati atau mematuhi ketentuan hukum bukan disebabkan 
karena adanya paksaan, tetapi disebabkan karena hukum itu telah sesuai 
dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. 
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Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat 
dapat digunakan 4 (empat) indikator yang masing-masing merupakan satu 
tahapan bagi tahapan berikutnya. Adapun keempat indikator tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengetahuan hukum; 
2. Pemahaman hukum; 
3. Sikap hukum; 
4. Pola perilaku hukum.24 
Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai 
beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis 
maupun hukum tak tertulis. Seseorang sudah sewajarnya tahu perilaku 
mana yang dilarang dan perilaku mana yang diperbolehkan oleh hukum. 
Oleh karena itu khususnya untuk hukum tertulis, bahasa hukum yang 
terkandung di dalam produk peraturan perundang-undangan haruslah 
bersifat sederhana sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh orang 
yang awam tentang hukum. 
Terbentuknya pengetahuan hukum merupakan dasar dari terwujudnya 
kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang terwujud melalui pengetahuan 
hukum ini merupakan kesadaran hukum dalam tahap yang paling rendah. 
Pengetahuan hukum inilah yang merupakan tahapan bagi terbentuknya 
pemahaman hukum. 
Pemahaman hukum dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang 
dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dalam 
istilah pemahaman hukum terkandung pengertian seseorang terhadap isi 
dan tujuan dari suatu hukum tertentu serta manfaatnya bagi masyarakat 
yang kehidupannya diatur oleh hukum tersebut. Dalam prakteknya 
pemahaman hukum ini terlihat dari adanya persepsi anggota masyarakat 
mengenai suatu hal dalam kaitannya dengan norma-norma yang mengatur 
setiap perilakunya. 
Berkaitan dengan akan timbulnya persepsi dari anggota masyarakat 
tadi, maka hal ini tergantung kepada perumusan pasal-pasal yang terdapat 
di dalam undang-undang bersangkutan. Rumusan pasal-pasal itu harus jelas 
dan tegas, jika tidak jelas maka akan sulit timbulnya pengertian dari anggota 
                                                          
24
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 
1982), halaman 140.  
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masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, mengingat 
pemahaman hukum merupakan dasar dari terbentuknya sikap hukum. 
Sikap hukum pada dasarnya merupakan suatu kecenderungan 
seseorang untuk menerima terhadap berlakunya suatu hukum. Hal ini 
disebabkan karena hukum yang mengatur kehidupannya itu dinilai sebagai 
sesuatu yang bermanfaat dan sangat menguntungkan jika ditaati. Dalam 
kenyataannya sikap hukum ini akan melibatkan pilihan anggota masyarakat 
terhadap hukum. Jika anggota masyarakat merasa dan menilai bahwa 
hukum yang berlaku itu telah sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya maka 
akan timbul penghargaan terhadap hukum itu dan pada akhirnya mereka 
akan mentaati hukum tesebut. 
Jika dikaitkan dengan tahap atau tingkat kesadaran hukum 
masyarakat, maka terbentuknya sikap hukum ini menunjukkan telah 
terbentuknya tingkat kesadaran hukum yang relatif tinggi. Mengingat sikap 
hukum merupakan landasan terbentuknya perilaku hukum. Tanpa 
terbentuknya sikap hukum, maka tidak mungkin perilaku hukum itu 
terbentuk. Hal ini disebabkan karena di dalam perilaku hukum tersebut 
terkandung sikap-sikap hukum.  
Pola perilaku hukum merupakan pola perilaku warga masyarakat yang 
berkesesuaian dengan keharusan yang dikehendaki oleh hukum. Pola 
perilaku hukum inilah yang merupakan hal utama di dalam kesadaran 
hukum, karena di sinilah dapat dilihat apakah suatu peraturan perundang-
undangan berlaku secara efektif atau tidak di dalam masyarakat. Pola 
perilaku hukum merupakan tahap tertinggi dari tingkat kesadaran hukum, di 
mana kesadaran hukum itu akan terwujud di dalam pola perilaku warga 
bersangkutan. 
Dalam kaitannya dengan berlakunya suatu peraturan perundang-
undangan, maka kesadaran hukum pada dasarnya merupakan variabel 
penghubung antara keharusan yang terdapat di dalam isi peraturan dengan 
perilaku warga masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Oleh karena itu 
berhasil tidaknya undang-undang mengatur perilaku warga masyarakat akan 
tergantung kepada tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat 
tersebut.  
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Kepatuhan atau ketaatan hukum akan berkaitan erat dengan 
kesadaran hukum. Jika tingkat kesadaran hukum warga masyarakat relatif 
tinggi, maka warga masyarakat akan mentaati ketentuan hukum yang 
berlaku. Demikian pula sebaliknya, jika derajat kesadaran hukumnya rendah, 
maka warga masyarakat sulit untuk diharapkan mentaati hukum yang 
berlaku.25 
Merujuk pada uraian di atas, maka proses penegakan ketentuan-
ketentuan hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran tidaklah mungkin semata-mata ditekankan 
kepada kekuatan sanksi pidana. Sanksi pidana di sini memang diperlukan 
untuk membuat jera dan sekaligus untuk mendidik warga masyarakat.  
Sanksi negatif yang relatif berat bukan merupakan sarana yang efektif 
untuk dapat mengendalikan perilaku menyimpang dari warga masyarakat.26 
Faktor kebudayaan juga memegang peranan penting dalam 
terwujudnya keefektifan hukum. Faktor kebudayaan ini berkaitan erat 
dengan faktor manusia, di mana di dalam hidup bermasyarakat manusia 
selalu berhadapan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi inti dari 
suatu kebudayaan. Mereka akan berperilaku selaras dengan norma-norma 
yang mengatur perilakunya dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang 
dimilikinya. 
Nilai-nilai yang dihayati oleh individu warga masyarakat tidak terwujud 
melalui proses kodrati, tetapi diperoleh melalui proses belajar atau dengan 
kata lain proses tersebut merupakan proses sosialisasi.27  
Berkenaan dengan terjadinya pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, maka 
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya proses 
penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) tersebut. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya proses 
penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu 
                                                          
25
A.W. Widjaja, Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat, (Jakarta: 
Akademika Pressindo, 1986), halaman 38. 
26
Soerjono Soekanto, Op. Cit., halaman 30.  
27
Soetandyo Wignyosoebroto, Op. Cit., halaman 9.  
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Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 
adalah: 
a) Tidak diketahuinya pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) 
Dalam kasus pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak selama ini 
tidak diketahui para pelakunya, sehingga sulit untuk melakukan 
penegakan hukum pidana terhadap pelakunya.  
b) Luasnya wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 
Wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak meliputi: alur 
pelayaran Muara Sungai Kapuas, Mempawah, Muara Sungai Sambas 
Besar, Muara Sungai Kubu, Muara Padang Tikar, Muara Sungai 
Ketapang, dan Muara Kendawangan. 
Dengan wilayah kerja yang begitu luas dan jarak SBNP yang 
berjauhan, maka Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tidak 
mungkin mengetahui secara langsung terjadinya pengrusakan Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan sulitnya untuk melakukan 
pengawasan secara terus menerus. Apalagi ada beberapa Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) yang tidak dijaga oleh petugas dari Distrik 
Navigasi Kelas III Pontianak. 
c) Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang melakukan penjagaan 
terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 
Dalam melakukan pengawasan terhadap Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP), Distrik Navigasi Kelas III Pontianak kekurangan 
sumber daya manusia untuk melakukan penjagaan terhadap Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang tersebar di beberapa daerah. 
2. Analisis Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku 
Pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Wilayah 
Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Berdasarkan Pasal 174 Jo. Pasal 
316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Masa 
Yang Akan Datang 
Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap pelaku 
pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah kerja 
Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, maka aparat penegak hukum yang 
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memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan perundang-undangan 
yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah 
Petugas dari Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 
Petugas dari Distrik Navigasi Kelas III Pontianak seharusnya mencari 
informasi dan menangkap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak untuk 
diproses secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 174 jo. Pasal 316 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang 
menentukan bahwa: 
Pasal 174 
 
Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun yang 
mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran serta 
fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan danau. 
 
Pasal 316 
 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau melakukan tindakan 
yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau serta 
Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 174 
dipidana dengan pidana: 
a. penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat 
mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda paling banyak 
Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); 
b. penjara  paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat 
mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan  itu  
berakibat  kapal tenggelam atau terdampar dan/atau denda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); atau  
c. penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 
20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi 
kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang.  
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak 
berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-
pelayaran di laut, sungai dan danau dan Telekomunikasi-Pelayaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika hal itu mengakibatkan 
bahaya bagi kapal berlayar. 
 
Akan tetapi pada kenyataannya, Petugas dari Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak selama ini tidak berbuat apa-apa (diam saja) dan hanya 
menunggu informasi dari nakhoda kapal yang melintasi alur pelayaran 
wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak melalui Telekomunikasi 
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Pelayaran (SROP) tentang adanya pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) tersebut. 
Melihat kondisi ini, maka diperlukan upaya penegakan hukum pidana 
terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di 
wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 
316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di masa 
yang akan datang dengan cara: 
a. Mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku pengrusakan Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak dengan memproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 jo. 
Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
agar pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) tidak 
dapat lolos dari jerat hukum. 
b. Menambah sarana pemantau dan pengawas berupa kamera visual di 
setiap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk mengetahui 
secara jelas pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak agar dapat 
ditangkap dan diproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 
316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
Selain upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan di masa yang 
akan datang, dalam rangka pengawasan terhadap Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP), maka Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak perlu 
melakukan upaya-upaya sebagai berikut:  
a. Meningkatkan kunjungan secara periodik pada setiap Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) dan menempatkan kapal bantu rambu/ kapal 
patroli di alur pelayaran wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 
b. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang ada di wilayah kerja Distrik 
Navigasi Kelas III Pontianak. Untuk perawatan pelampung suar dilakukan 
di atas kapal induk perambuan dan bengkel perambuan, sedangkan 
untuk perawatan rambu suar, rambu penuntun serta menara suar 
dilakukan di lokasi di mana Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 
tersebut dipasang. 
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G. PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya proses 
penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 
adalah: 
1) Tidak diketahuinya pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP). 
2) Luasnya wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 
3) Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang melakukan penjagaan 
terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 
b. Bahwa upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi 
Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di masa yang akan datang 
dengan cara: 
1) Mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku pengrusakan Sarana 
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak dengan memproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 
jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran agar pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) tidak dapat lolos dari jerat hukum. 
2) Menambah sarana pemantau dan pengawas berupa kamera visual di 
setiap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk mengetahui 
secara jelas pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak agar dapat 
ditangkap dan diproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 jo. 
Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
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2. S a r a n 
Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan 
beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan rekomendasi sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengantisipasi terjadinya pengrusakan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) di alur pelayaran wilayah Distrik Navigasi Kelas III 
Pontianak, maka Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak perlu 
meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) mengingat banyak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP)  yang mengalami kerusakan, baik yang diakibatkan oleh 
perbuatan manusia maupun kejadian alam. 
b. Hendaknya Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak melakukan 
kerjasama dan koordinasi dengan setiap nakhoda kapal yang melintasi 
alur pelayaran wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak agar setiap 
terjadinya kasus-kasus pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) dapat diketahui secara langsung, sehingga dapat dilakukan 
proses penegakan hukum secara pidana bagi pelakunya pengrusakan 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
LITERATUR : 
 
Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, 1993, Intisari Pidana, Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 
 
Arief, Barda Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana 
(Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Jakarta: Kencana.  
 
------------, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 
 
------------, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 
 
------------, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 
 
Besari, M. Sahari, 2008, Teknologi di Nusantara: 40 Abad Hambatan Inovasi, 
Jakarta: Salemba Teknika. 
 
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan dan 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama. 
 
Djunarsjah, Eka, 2005, Sejarah Navigasi, Jakarta: Media Pustaka.  
 
Faisal, Sanapiah, 2002, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: 
YA3. 
 
Gosita, Arif, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo.  
 
Kartanegara, Satochid, tt, Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Jakarta: Balai Lektur 
Mahasiswa.   
 
------------, tt, Hukum Pidana II (Kumpulan Kuliah), Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 
 
Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju. 
 
Martopo, Arso, 1992, Ilmu Navigasi, Semarang: Universitas Diponegoro. 
 
------------, 1995, Navigasi Elektronik I, Semarang: Balai Pendidikan dan Latihan 
Pelayaran.  
Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum 
Pidana, Jakarta: Bina Aksara. 
 
------------, 1991, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. 
 
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti. 
 
28 
 
  
Mulyadi, Lilik, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek, 
Bandung: PT. Alumni. 
 
------------, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta: 
Djambatan. 
 
Pieris, John, 1986, Strategi Kelautan, Pengembangan Kelautan Dalam Perspektif 
Pembangunan Nasional, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 
 
Poernomo, Bambang, 1982, Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. 
 
------------, tt, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 
Podgorecki, Adam & Christopher J. Whelan (ed), 1987, Pendekatan Sosiologis 
Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta. 
 
Prasetyo, Teguh, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan 
Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Prodjodikoro, Wirjono, 1991, Asas-asas Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Eresco. 
 
Putra, Mohammad Eka, 2010, Dasar-dasar Hukum Pidana, Medan: USU Press. 
 
Rahardjo, Satjipto, 2007, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 
 
---------------, 1997, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Bandung: Alumni. 
 
---------------, 1986, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa. 
 
---------------, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni. 
 
---------------, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru. 
 
Salman, R. Otje, 1989, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni. 
 
Shaffmeister, S. & N. Keijzer & PH. Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Yogyakarta: 
Liberty. 
 
Sianturi, S.R., 1996, Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: 
Alumni Ahaem-Petehaem. 
 
Soekanto, Soerjono, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
 
------------, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press 
(UI-Press).  
 
------------, 2005, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara. 
 
 
29 
 
------------, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan 
Di Indonesia, Jakarta: UI-PRESS.  
 
------------, 1983, Penegakan Hukum, Jakarta: Bina Citra. 
 
------------, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali 
Press. 
 
------------, 1981, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung: 
Alumni. 
------------, 1981, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni. 
 
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 
 
-----------, 1985, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Bandung: 
Remaja Karya. 
 
------------, 1982, Studi Hukum dan Masyarakat, Bandung: Alumni.  
 
Soesilo, R., 1985, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), 
Bogor: Politeia. 
 
Subagyo, Joko, 2002,  Hukum Laut Indonesia, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 
 
Sudarto, 1993, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar 
Baru. 
 
------------, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Undip. 
 
Sumbayak, F.S. Radisman, 1985, Beberapa Permasalahan Ke Arah Pemantapan 
Penegakan Hukum, Jakarta: IND-HILL, CO. 
 
Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. 
 
Supranto, J., 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Supriyono,  Hadi, 2000, Ilmu Navigasi untuk Perguruan Tinggi (Non Kepelautan), 
Semarang: Universitas Diponegoro kerjasama dengan BPLP. 
 
Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Umar, Husseyn, 2001,  Hukum Maritim dan Masalah-Masalah  Pelayaran di 
Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 
 
Umar, Husseyn dan Chandra Motif Yusuf Jemat, 1992, Peraturan Angkutan Laut 
Dalam Deregulasi, Jakarta: Dian Rakyat. 
 
 
30 
 
Wignyosubroto, Soetandyo, 1975-1976, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Keefektifan Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana 
Kontrol Sosial, Surabaya: FH-UNAIR. 
 
---------------, 1980, Hukum dan Metode-metode Kajiannya, Jakarta: BPHN. 
 
Wuisman, J.J.JM., 1996, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, Jakarta: Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. 
 
 
MAKALAH / JURNAL / ARTIKEL / TESIS / DISERTASI / INTERNET : 
 
Manan, Bagir, 1994, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah), 
Jakarta. 
 
---------------, 1994, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional (Makalah), 
Jakarta. 
 
---------------, 1994, Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional, (Makalah), 
Jakarta. 
Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, Makalah, http://www.jimly.com, diakses 
pada tanggal 18 September 2016. 
 
http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html,  
diakses pada tanggal 27 September 2016. 
 
http://id.wikipedia.org/wiki/kesadaran-hukum.html, diakses pada tanggal 27 
September 2016. 
 
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen). 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. 
 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
